HEPUTUSAN KEPALA HANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 300 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL DAARUL HUFFAZH SIDOTOPO WETAN KENJERAN
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

bahwa dalam rmangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal wvang bermuiy, perlu  memberikan
kesempatan masvarakat melalui organisasi berbadan hukom
untuk menyelenggarakan Raodhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa Raudbatul Athfal sebagaimana tercantum  dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, tehknis dan kelayakan yang telah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Eidung
Pendidikan Madrasah Nomor
0B/Kw.13.2.5/PP.00/02/2020 tanggal 12 Maret Eﬂﬂﬂ
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Surabaya Nomor: B-
301 /Kk.13.29/2/PP.00/03/2020 tanggal 6 Maret 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam buruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jaws
Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
Daarul Huffazh Sidotopo Wetan Kenjeran Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembarmmn Negara
Republik Indonesia Nomor 4301];

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaman Negara Republik Indonesia Tahun 2005
MNomor 157, Tambahen Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tashunm 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
5410);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 3863);

Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendansan Pendidikan  [Lembaran  Negara  Hepublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tabun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4041), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 fentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintalh Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan  Penvelenggaraan Pendidilan  (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150 schagaimana telah dinbah dengan  Feraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan Peoyelenggaraan Pendidikan [Lembaran
Negara  Republik  Indopesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negama Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/ Madrasah Ihtidaivah, Sekolah Menengah
Pertama/Madmsah Tsanawivah, dan Sckolah Menengah
Atas/ Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayinan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayvanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawns Madrasah dan Pengewas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menterd Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Alas Peraturan Memeri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawns Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684,
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L12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sébagaimana telah
ditubah dengan Peraiuran Menier Agama Nomor 66 Talun
20016 tentang Perubaban Kedua Atas Pematuran Menten
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggarsan

Pendidikan Madrasal;

MEMUTUSKAN :

| KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL DAARUL HUFFAZH SIDOTOPO WETAN
KENJERAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul  Athfal

sebagaimana fercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Keputusan ind

: Bagi Raudhatul Athfal setelah fangka wakin 4 (empat] tahun,

Kepala Raudhatal Athfal vang bersangkutan wajib :

i. Menyampaikan laporan perkembangan Rawdhatul Athfal
kepada Kepaln Kantor Kementerlan Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peserin  didilk,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan  standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi PAUD/Raudhatul
Athial kepada BAP Paud dan PNF sesuai kEeteniunn peraturan

perundang-undangan.

:Dalam  hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua buraf & dinisd memenuhd
standar pelayanan minimal penyelenggaraan  pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Redua
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu telap berlaku,

iDalam  hal perkembangan Raudbatul Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua hurul a dinilai memenihi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan  pendidikan
danyatau hasil akreditasi schagaimana dimaksud Diktom Kedua
huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional schagaimana dimaksud dalam Diktum  Kesatu
dicabur.

: Keputusan ind mulad berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoano
pada tanggal 6 April 2020
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
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IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIHERIKAN IZIN OPFERASIONAL

MNama Raudhatul Athfal

RAUDHATUL ATHFAL DAARUL HUFFAZH
SIDOTOPO WETAN KENJERAN KOTA
SURABAYA

101235780202

Nomor Statistik Madrasah

Alamat Raudhaiul Athfal

PERUM GRAND PALM RANDU NO. 10-0
AN 10-Y

DESA SIDOTOPO WETAN
KECAMATAN KENJERAN
KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

Mama Organisasi Penvelenggara

YAYASAN DAARUL HUFFAZH SURABAYA
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